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Kata Pengantar Penulis

oleh para praktisi, bahwa kebijakan desentralisasi adalah

jalan cepat membangun sistem pemerintahan (di tingkat
pusat dan lokal) yang mumpuni, professional, transparan, akun-
tabel dan produktif, melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah
pusat dapat berbagai tanggung jawab dengan daerah otonom
dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan kepada
masyarakat. Melalui kebijakan desentralisasi juga diharapkan
dapat mendorong proses demokratisasi di tingkat lokal bertumbuh
melalui pembukaan ruang partisipasi kepada publik dalam proses
perumusan kebijakan.

Kebijakan desentralisasi tidak selamanya berbuah manis,
beberapa studi kasus yang dilakukan oleh para sarjana di beberapa
daerah di Indonesia memperlihatkan bahwa kebijakan desentrali-
sasi terkadang justru menjadi kontraproduktif dengan upaya mem-
bangun pemerintahan daerah yang demokratis, transparan dan
akuntabel, bahkan terdapat kecenderungan kalau kebijakan desen-
tralisasi justru memperkuat otoriterisme lokal, mempererat
xronisme dan menyuburkan praktik-prakatik percaloan dan mafia
proyek yang melibatkan pemegang otoritas di tingkat lokal dengan
pengusaha yang dulunya terlibat sebagai 'pemodal’ dalam Pilkada.

S udah menjadi impian para teoritisi dan kemudian diamini



Mengapa harapan (das sollen) dengan kenyataannya (das
sein) tidak sejalan dan sebangun? Buku ini berusaha menjawab
pertanyaan tersebut dengan melakukan ekplorasi kasus perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) sebagai
pintu masuk untuk membangun kesimpulan dari pertamyan
apakah kebijakan desentralisasi, khususnya desentralisasi politik
yang digulirkan oleh Pemerintah Indonesia tahun 2001 yang lalu
compatible dengan proses demokratisasi yang secara parallel
digulirkan di tangkat lokal?

Banyak pihak yang telah terlibat sedari penulisan, penge-
tikan, editing hingga pencetakan buku ini, oleh itu, penulis sangat
berterima kasih. Kepada mereka yang berkontribusi dalam pener-
bitan buku ini penulis patut mengucapkan terima kasih khusus,
juga kepada rekan-rekan di Red-Post Institute, dan kolega-kolega
penulis di Universitas Riau, Univesitas Islam Riau dan di Univer-
sitas Padjadjaran Bandung yang namanya tidak disebutkan satu
persatu. Anda-anda semua adalah 'oase' keilmuan yang senantiasa
mengaliri dan mengisi relung pemikiran penulis. Terima kasih
untuk anda semua. [ ]

Jakarta, November 2018
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